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NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

e,

d.

b.

BUPATI CIANJUR,

bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi
estetika dan kenyamanan Kabupaten, tetapi juga berpengaruh
terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun
dari sampah dan telah menjadi isu pembangunar
berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat da::
pola produksi dan konsumsi berbagai material daJ} produl
yang berdampak pada tems meningkatnya eksploitasi s,'rFlF
daya alam serta meningkatnl,a emisi karbon;

bahwa pengelolaan sampah merupakan l::-l:sz! qF
Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbaga: ;xi:al rcra
luas dan masif, maka perlu dilakukan seca:z rtrldr dan
efisien dari hulu ke hi1ir, serta disesuaih dengan
karakteristik masyarakat perKabuparenarl --F Eobilitas
dan individualitas yang semakin rjr,gfi lrga budaya
konsumptif yang terus meningkat:

bahwa pengaturan pengelolaan sa:r:-.L F.rlu mendukung
penguatan keberlanjutan eioiro.Er f,abupaten dalam
mengantisipasi semakin langiiagla grmber daya alam
sehingga diperlukan sisrero:arg bcrorientasi pada upaya
untuk mendaur ulang sa,.nDal rraidi suo:rber daya;

bahwa dengan terbiril-a R:'aruran Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pe..seir;aan Sarnpah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis SaaF:: Rumah Tangga, yang menjadi
rujukan daiam rlrenrnsu-a peraruran daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Cianju. Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pe ngelolaaJl Sas]Fh pertu digand;

bahrva berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huri a- huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapka:: Pe.a!u!an Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 arar {61 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahr.m 1945;

Mengingat : 1.



10.

1.

5.

B.

9.

2.

3.

5.

Undang Undang Nomor 14 TahLh 1950 Lentarlg Pembentukalt Daerah
Daerah ]iabupaten Dalam Lingkungar.r Propinsi Djarva Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8). sebagaimana relah diubah dengan
Undang Undang Nomor ,+ Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten
Puru-akarta dan Kabupatel-r Subang Dengan Mer.rgubah Undang Undang
Nomor 1.1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi D.ja\\ a Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahlln 1968 Nomor 31, Tambirl-rar-r Lembaran Ncgara Republik
L.rdonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1E Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Iltdonesia No1nor.+851);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 rentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan HidLrp (Lcmbararl Neqara Rcpublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1.10, Titmbithan Lembarar-r Negar.r Nomor 5059);

Undang Undar-rg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer:1h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,14, Tambaha::
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana rel;
diubah beberapa ka1i, terakhir dengan UDdang-Undang Nomor 9 Tahun L a

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu: . -
rentang Pemerilrtahal) Daeralh (Lernbaran Ncgara Republil< Inc rnes:- .

2015 Nomor 58. Tambithan Le ml:aran Nesara Republik Indone -.

5679);

Un.lang-Undang Nomor 30 Tahun 201.+ tenral-rg Adminisrl..-sr :. -
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahu11 201.+ Nomo: -:- :
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5601):

Periltltr:rn Peme rintah Nomor 81 Ta]-rLln -201.2 t( ir._ri
P .m-1. l.npp, l" S 'r o. " r t.. S 'rr- I

Negara Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomoi -::
Negar a Republik Indonesia Nomor 53.+7);

Peraturan PemerinL:lh Nomor 46 Tahun -20 - :
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepuL- r.: :

228, Tambahan Lembaran Negara llcp,.rbl:i: :

Peraturan Presider-r Nomor 97'l'ahun -
N.-.onal P.r!-^l.r i. I I F
Rumah Tangg.r (Lembaran Ncga::r i:= :

223);

: :: . : Tahulr 2010 tentang
.-.-:: ah Pror,insi .lawat Bai:rt

: :.,:rr D:rerzrlt Ptovir-rsi Jirt'a
: .:: cienqan Peraturan Daerah

- - r -i tang Pengelolaan Sampah di
- ., . '. B;1rat Tahun 2016 Nomor 1 Seri

.a:i-::iII

_ ::: .konom1
. - l; Nomor

.::
. : -:::_, d;rn Strategi

' .:: :._- Se3enis Sampah
-- - -.rhirlr 2017 Nomor

Peraturan Daerah Pror.insl -: ,

P.ng"]ol. ,n S,mp, rr .'"
T-rhrn 2010 Norrl.,' 1-
Ba.at Nomor 78) seba- . :-

Pcur -nsi Jarr- B.1r-l \
Jd,\a Brr. r (L-
E).

: ].iI'\I] D-{ERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPAI'I CIAN.JUR



NlE\lUTUSL\\:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PE\GELOLU\ S-{\tpAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten seianjutnyanya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Cianjur.

2. Pemedntah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah
Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi ke$,enangal daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Per$ ai:=:,
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan u.usan pemerintahan J-ang r:..-_:::
kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan y:ing selanjutnr a d:s:.-: :.-::iirr
adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten C:a:,- --

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selai:,-:=--.? :-j:
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hiduq :-, L-s.2'i
Kabupaten Cianjur.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia a...- .'-z -: =:ses aiam
( aig berbenrr k padar.

8. Sampah rumah tangga adaLah sampah l.ang beras- :i:- s:8t'-z:- sehari-hafi
dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja 3::- +-;-n rc.sifil<.

9. Sampah sejenis sampah rumah tangga ada,=:- :.:==: *-::=ai: Talgga yang
berasal dari kawasan komersial, kau asar :: ::.----- i:'rzs;r i<husus, fasilitas
sosial, fasilitas umum, dan/atau fasili:as -=::-::.:

10. Sampah spesifik adalah sampah .i-:r- -:i::--: :-: <::,Isentrasi, dan/atau
volumenya memerlukan per-rge1o!a;-:: .--r-=-:

1 1. Sampah yang mudah terurai r =::: s:-::-- i--::_.-a disebut sampah organik,
adalah sampah yang berasa ::i: :-:: -j:;:- he!\'an, dan/atau bagian-
bagiannya yang dapat re.-:.= ::::- =-iial'Jl< hidup lainnya dan/atau
mikroorganisme, misalnl a !:j--: :a- =-:j:jr:j: dan serasah.

12. Bahan berbahal'a dan :.:::'--: -.:-'-: s.-a.JutnJ'a disingkat 83 adalah zat,
energi, dan/atau kon::,--:., ,=::- .i::g karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik se:-; -::-=s'j.g maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan ca.- -:=- =,e..isak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan 1:::3.::::;.: :ridup. kesehatan, serta kelangsungafl hidup
ma n r:i- dart maJ-.----:-:i-:.a:-

13. Limbah Baha. tse::a:a:. a ian Beracun, ]-ang selanjutnya disebut Limbah 83,
adalah sisa s.ia:i- usaha dan,.atau kegiatan 1-ang mengandung B3.

14. Residu adalai sampah lang tidak dapat diolah dengan pemadatan,
pengomposan- dal daur ulang materi dan/atau daur ulang energi



15. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses
menghasilkan timbulan sampah.

24.

Kawasan Berpengelola adalal-r k:ru:rsan dar-r fasiliras var-rg memiliki penq- - :
atau penanggul-tg ja\\.ab kegiatan dan/atau usaha clar-r memplLD\.ar soLl^:-.
organisasi.

Ka$,asan Tidak Berpengektla adalal-r kanasan dan fasilitas lrang tidak/belum
memiliki pengelola atau penanggLtng jau,ab kegiatan dan/atau usaha vang
bersifat tetap.

Pengelolaan San-rpah adalah kegi.tt.rn vang sistematis, menveluruh, dan
berkesinambungan J-irng meliPLlLi ficnqLlrallqarr claD pcnaltgal)an sa1l1pah.

Pengllrangan Sampah adalall rangiraian kcgiatan 1.ang melipuri pembatasan
timbulan sampah, pendau.an ulang sampah, dan pemanfaatan kembali
sampah.

Pembatasan timbulan sampah adalah upal.a meminimalisasi timbulan
sampah J.ang dili,rknkarn sejak sebeiurn dihasilkanilva suatu pioduk dan/atau
kemasan proaluk sampiti dr-ngan saat bcrakhirnl:r ker:unaan produl<
dan/ atall kemasan pr oduk.

Pendauran ulang sampah adalah upava memanlaatkan sampah men.,:rl
barang yang berguna setelah melalui pr oses pengolahan ter lebih dahulu
Pemanfaatan kembali sampah adalah upar.a untuk mengguna ulanq s.:-:,
sesuai dengan fungsi _vang sama arau fungsi 1'ang berbeda ::..
mengguna ulang bagian d:iri sitmpah ]-i11)g mitsih bcrmanfiltr:..:.
suaru proses pengolahan tcrlcbih dahulu.

Penanganan Sarnpah adaliel-r rangkaian kegiatan t ang me r.j : : : .
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesi,.:: ..::
Pemilahan aclalah kegiatan pengeiompokan clan me1l]is..r.:.,: , r::-.al
dengan jenis.

Pengumpulan Sampah aclalah kegi:rL:tn n, :r.::-
sampah dari sumbcr sampah ke TPS atau ll::.
penyapuan jalar-r, trotoar dan Iasilitas puttlik
Pengangkutan adalah kegiatan membit\\ a i: : .

TPS3R menuju TPST atau TPA deng:.:: :::.::.-.
dtdJ rid.< bermoro.'r. g e ie esa

23.

25.

26.

27.

to

21

22.

16.

17.

18.

I9.

: : ;: -i.'.ika1l
: .: icgiatan

- -: .-:..-r1 TPS atau
..::-:..raan bermotor

Pengolahan :idalah kegiatan ltc:: -
jumlah sampah.

28. Pemrosesan Akhir San-rp::ir
d.r /.,r ,- re-.dr . ari p-.
aman.

: :-:.nqembalikan sampalh
.:: :i1ea1ia 1ir1gkungan secara

29.

30

Tempat Penampungan S::- .:: : . :: .::r_tuln\ a disingkat TPS adalah
tempat sebelum sa1nr..-i_ : . - :: ::-- - :rcndaLrran u1ang, pengolahan.
d-r/ rrau r. - p 

1

Tempat Pengolah:ir: S..::::.: .r.:i:- p::irsip 3R 6educe, reuse, recycle) yang
selanjutnva dlse:-. .-: : :....-r tcmpat dilaksanakannl.a kegiatan
pengumpulan. :::- , ,,: :::_-:a-.:-..ii111 ulang, dan pendauran ulang skala
karvasan.

Tempat Pe.g --.i.-.: S.:-:.:: lirpadLl \ang sel.rnjLltnl:r .lisingkat TPST,
adalah Li:--:.:: : -:..-,r--..-ialrn.. a liegiatan pengNmpulan, pemilah:r1-t,
pengllu11aa-:r '-- .-r'=. a::ra:..-urai ulang, pcr-rgo1a1-ran, dan pemrosesan akhit
sampah.-iag.'-:l:.i

31



32. Tempat Pemrosesan Akhir, 1'ang selanjutnva disingkat TPA. adalah telrpat
untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkur-rgan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.

33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjlltnla disingkat SPA, adalah sarana
pemindahan dari alat angkut kecil kc alat angkut lebih besar dan diperlukan
Llntuk kabupaten/ Kabupatcn 1'ang mcmiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25
km yang dapat dilengkapi dcngan fasilltas pcrgolal-ran sampah.

34. Wadah zrdalah ternpat menampung sampah semel-itara baik secara individual
atau komllnal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis
jenis sampah.

35. Sub Wilayah Kabupaten J'ang selanjutn]'a disingkat SWK adalah lviiayah yang
secara geografis berada d.rlarn rvilaval1 p,:1a1'ar1an satu sub pusat pelalanan
Kabupaten.

36. Badan Usaha adalah sekumpulan olang dan/atau modal yang merupakan
kesatuar-r, baik yang melakukan Llsaha maupun l,.rng tldak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, per seroan komanditer, perseroan lainnl-a.
badan usaha milik negarzL, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi di'rr-ia pensiun persekulua.-.
perkumpr-r1an, \'aJasan, orgrnr\.rsr tr:sr.r, orgauis.rsr sosial politik. a:.: -

organisasi 1aln1'a, ler-Irbaga dalr bct)tuk badan larnn\-.1 termasuli ,i-:-:r -

investasi kolektif dan bentuk Llsaha tetap.

37. Produsen adalah badan usah:r yang memproduksi ba:.'-:-.
menggunakarn kemasan, mendistribusikan barang t'anq n:: :-
kemasan dan berasal dari impor atall menjl.lal barang dengar :'..- .: ..
\\ adah ].ang tidak dapat atau sulit terurari oleh proses alaln

38. Orar-ig adalah o|ang pe rs!_oralngilr-l .liluar B:rdr1n Us:rh!.

Bagian liedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarak.in berd:rs:r l.: r: '
berkelanjutan, asas nlanfarart. alsas kea1di1a1l. r'.:-'- .:.-
.r\d\ 1e\r a ',rldn- .\ . k, . .n.n. - .
lingkungan hidup.

-- : :.!! ab, asars
::: ia:lersamaan,

::- asas kualitas

Be.tr.r: ..: -

:

Pe ngelolaan sampah lle rtu jri.,: -:i -:..:l Dae.ah lat-rg bersih dari
sampah €lna menuntans . - .: : :..,i1gan hidup, meningkatkan
kesehatan masyarakat d.::r _. -_. '.-rn \.:rLa melljadikan sampah
sebagai sumber da\.a.

(1) Ruang lir.rgk-t;: ;.: : .--..:-.

a. samPal-l a-l=e:_. ::::1!:.'-:
b. sampah s-'i:rr.s s;-::: ar a-ir

:,.::: : -illgiiup
Pasal +

>:-::pan meliputii

: tlitl:..h tangqa: dan



c. sampah spesilik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimal.ra dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal
dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yan€a tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rum.lh tangga sebagaimana din-raksud pada ayat (1)
hurul b adalah sampah rumah tanqga varlg lterasal dari kau.asarl komersial,
ka$,asan industri, kawasLrn khusus, Iasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atal-t
lasilitas lainn1a.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurulc, meliputi:
a. sampah yar]g mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahal.a dan beracun;
c. sampah valrg timbul akibat ber-rcana;
d. puing bongkar an bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
l. sampah l.ang timbul secara tidak periodik.

BAB II

TUGAS D,AN WEWENANG

Bagiill-r KesalL u

Tugas

Pasai 5

(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranJ'a .i::-::- -:--
pengorganisasian, pelaksanaan dalr pellgawasan !e--::.:i:r:.:a
pengelolaan samp.rh dari hulu k.- hilir secara llerkel.rntura: - : ::r--
Iingkungan.

(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pa.ia ,.:: - - -.
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kes:-:..r.-. - : : :- :.-:: :alam

pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian dan pcngembane...:: ::. : : -:,::-1.-qan dan
penangzrnan sarnpah;

c. memf;isilitasi, mengilmbangkan. cl:r:: ::-. ,. . , ,: :.:- pengurangan,
penanganan, dan pemanfaatan sai,-::::

d. melaksanakan pengelolaan d;-:-:.,: -- :- .::,::siiilasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelol:::: ::. : : _

e. melldoron€l dan memfasilii:-s: : -: . - - -:. :- :-:riaat hasil pengolahan
sampah;

f. memfasilitasi penerapa.: ::i:r : :rr: r.: -:<a1 ]-ang berkembang pada
masyarakat setempai -.: : -'- - _ .. :a-n m"nangani sampah;

g. melakukan koordin:-s: -..-:: ..:.:--:.-. pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, maslaral.- ..: .: _: :- 1s\ arakat dan dunia usaha agar
terdapat keter!.-d :.-: , ,-"': ::. .;--an sampah; dan

h. men.vedi;Lkan -i:.:: _ : ': .,: :: :.=;il.tan lrasl arakat.

(3) Penyelenggar.r;.: ::.::. -..:-. :.'.: .:rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi aspei i..r.: :.-:--.-: . :eklris operasional, pemblayaan, regulasi dan
keterlibatan :::as-. :-:...:-'



Bagian Kedua

We$enang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampal-r, Pemerintah Daerah Inempunyai
ker-enangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
L"l,r.l-l.n r,. .ion.l.l.lr pro in'i

b. menlrelenggarakan pengelolaan sampah sl<a1a Daer-ah sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kr iter ia l'ang clitctaphzrn oleh PemerinLah Pusilr;

c. melakukan pembinaan dan pengau,asan kinerja pengelolaan sampah }'ang
dil"ks.r ak.r olel pihlk l-i :

d. menetapkan iokasi tempat penampungan sementara) tempat pengoLahan
sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pem:rntal.lan dan evalu:1si secara berkala setiap 6 (enam) bulan
selama 20 {dua puluh) tahun terh.ldap tempat pemrosesan akhil sampah
dengan sistem pembuangan terbuka ].ang telah ditutup; dan

f. menl.usun dan menvelenggarakan sistem tanggap darurat pen-qelo-.-.:
sampah sesuai dengarl kewenangannya.

BAB lII
KEBIJAI.:AN DAN STRA'IE(i1 PEN-CELOLAAN SAN'IP,{H

Pasal 7

(1) Kebijakar-r dan strategi pengelolaan sampah Daerah seba-E::: .. -- ---,,
dalam Pasal 6 hurul a, paling sedikit memuatl

a. kebijakan pengelolaan sampah;
b. st.ategi pengelolaan sampah; dan,/at:tr
c- program pengelolaan sampah.

(2) Kebi.jakan dan strategi pengelolaan sampah D..::.-r: :: : .:--.: :rmaksud
pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pen:e:::- .: :-'. , .=-- :nen\11sun
dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Pa s.-, :
Kebijakan pengelolaan sampah seb--..::: - :--..::: Pasal 7 atat (1)
huruf a, paling sedikit memuatl

a. pengelolaan sanlpah berdasa::::: '-.:: ::- -- :--:.an berkelanjutan yang
dilakukan melalui:

1. efisiensi penggunaan :-1::-::-: : :- :.:..::: produksi dan konsumsi di
\(,'ila1'ah Daerahj

J. peno nga no r
4. pengutamaan :::_-: -,. r .. .'- --_. : -'-:_- -littttk daur ulang material; dan

5. meminimalka.- .:---:::..-:-. :----aierial toksik pada proses produksi dan
konsumsi r.. -.:: --

b. penguatan ke-::--::.-.i: :--:_.r :r'rsrlcnggaran\'al pengelolaan sampah secara
men\.e1u1uh .::.: : : -: -r -:. i;lil sesuai dengan prinsip pembangunan
berkeianjuian: ca::



c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan
sampah.

Pasal 9

(1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah:
c- pemanfaatan kembali sampah;
d. pemilahan sampah;
e. pengumpulan sampah;
f. pengangkutan sampah;
g. pengolahan sampah;
h. pemrosesan akhir sampah; dan
i. pendanaan.

(2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluhJ tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana lnduk Pengelolaan Sampah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatul lcbih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dokumen kebijakan dan strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sa:,:;:
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 ayat (1) huruf a dan huruf b- =.::--a=acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pe:-i:.:.aE=
sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

(1) Dalam pengeLolaan sampah, setiap orang berhai:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengel:,a::: -==a:- -caia baik dan
berwawasan lingkungan dari Pemer:::::-_, l':t:=:- aa:i atau pihak lain
yang diberi tanggungjar.ab untuk i.-::

b. berpartisipasi dalam proses pe:.i: : :- ---:-:jsaJr. penyelenggaraan,
dan peng;'v.-.16 di bida E, pr:c-.. .j-- :-.:-:.j:.

c. memperoleh informasi \.ang .,-:,1- -':-:.:- dan tepat waktu mengenai
penyelenggr rd. n pengelola:i- :'i:-:'i-

d. mendapatkan pelindunga:- :::- .:,::-::sasi karena dampak negatif dari
xcgia'dn lFmoal pemro:-(:j_ -'-:-: :-j::odh: dan

e. memperoleh pembi:ra:-:. :::: ::::-: :relaksanakan pengelolaan sampah
s", ara bai. da I or:.'. :..:'.:--.. ir-_gdl .

(2) Ketentuan lebih ian;:: =-.:-i.::;i:ata cara penggunaan hak sebagaimana
dimaksud pada a|at ,- :::.::: caiar.o Peraturan Bupati.



Bagian I-,edua

Keu ajiban

ParaslraI 1

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah r.ajib:

a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok

b. masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengalvasan di bidang pengelolaan sampah;

c. menetapkan target pen€lllrangan sampah secara bertahap;

d. menyediakan lasilitas pengolahan sampah skala Kabupaten;

e. melakukan pengolahan sampah skala Daerah secara aman bagi kesehatan
dan lingkungan;

f. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga;

g. mer.ryediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah
yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah 83 Rumah Tangga;
dan

h. memfasilitasi masyar:akat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan
memanfaatkan hasil daur ulang, pcmasaran hasil produk daur uiang. dan
guna ulang sampah.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 13

LI) Pengelol. 61. -.1p:h pada k ,'r .'. , -"n,. \up:
a. kawasan berpengelola; dan
b. kawasan tidak berpengeloia.

(2) Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas:

a. kawasanpermr-rkiman;
b. kau.asan komersial;
c. kawasan industri dan pcrgudangan;
d. kar,vasan khusus;
e. fasilitas sosial, fasiLitas umum dan fasilitas Lainnya; dan
f. keramaian sesaat.

(3) Ka$.asan tidak berpengelola sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a. kau,asan permukiman iidak belpengelola;
b. kawasan komersial tidak berpengelola;
c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
d. lasiiitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
e. keramaian sesaat.



Pasal 1-1

(1) Pengelola ka$,asan berpengelola sebagaimana dimaksu.l dalam Pasai -: a.::
(1) hurul a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah uajib berpedo.oa:l
pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.

(3) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman
pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kabupaten.

Pasal 15

Pengelolaan sampah pada Kat'asan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat {1) huruf b frerupakan tang€]ung ja\,vab Pemerintah Daerah
Kabupaten.

BAB V

PENYELENGGARtrAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

(1) PenyeLenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan san-rpah.

(2) Setiap orang dan Badan Usaha u,ajib melakukan pen€lutangan sampah da::
penanganan sampah.

(3) Daiam meLaksanakan ker,vajiban pengurangan dan penanganan sarpah
sebagaimana dimaksud pada a]'at (2), Badan Usaha wajib men\.usun dan
melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai
bagian dari usaha dan/atau kegi.rt.rnnva.

(4) Badan Usaha s.ajib melaporkan cLan melaksanakan dokumen r.ncana dan
program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Dokllmen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dlmaksud
pada ayat (4) paling sedikit memualt:

a. dokumen rencana dan program Pengurangall santpah; c1a1r

b. dokumen rencana dan proglam pen:rnganalr sampah.

(5) Dalam melaksanakan kervajiban penangalran sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 a]-at (1) huruf b, Bzrciar.i Usaha rvajib berpedoman pada
Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.

(7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud
pada at'at (5) hurul b, paling :iedlhi: rncn..itl
a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
b. target penlirunan jumlah sampah r-ang diangkut ke TPA.

[8] Setiap Badan Usaha vang tidak melaksantrkan ketentuan pada avat (3) dan
ayat (.1) dikenakan sanksi administt atif berupa teguran tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan
sampah sebagaim:rna dimaksud pada a] at (3) diatur dalam Peraturan Bupari.



Bagian liesaru

Penqurangan Sampah

Paslrl l7
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 avat (1) hurul

a, meLiputit

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanlaatan kembaii sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada a_vat (1) dilakukar-r dengan
cara:

a. menggunakan bahan yang dapat digltna uiang, bahan yang dapat djdaur
u1ang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b. mengumpulkan dar-r menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau
kemasan 1'ang sudah digunakan.

{3) Ketentuan lebih laniLlt mengenai t.rla .rIa pengur-ng.rr s.:mpah diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (11 hurul a
oleh Badan Usaha dllakukan melalui:

a. pengurangan potensi sampah J.ang berasal dari barang maupun jasa;

b. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;

c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
dan

d. membantu upaya pengurangan dan pemanlazrtan yang dilakukan Pemerintah
Daerah dan masvarakat.

Pasal 19

(1) Setiap Produsen u,ajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan
cara:

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah
sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannla sesuai dengan kebijakan
dan strategi pengelolaan sampaht

b. menggunakan bahan baku produksi I ang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna

ulang.

(2) Pemerintah Daerah memlasilitasi pengemb:rngan pasar produk guna u1ang.

(3) Setlap Produsen dl Daerah Iang tidak melakukan pemanfaatan kembali
sampah sebagaimana dimaksurl p:r.i.r ..l\ itr (1) dikcnai sanksi administratif
berupa teguran t.-rtulis.

Bagial-r Xedua

Penanganan Sampah

Pasal 20

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 al'at (1) huruf b,
terdir i atas:



a. pemilahan sampah;
b. pengumpulan sampah;
c. pengolahan sampah;
d. pengangkutan sampah; dan
e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 21

(1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b,
dilakukan dengan carat

a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungar-r;

b. membuang sampah pada tempatn\-a;

c. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasiLitas dan kawasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

d. peil,adahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan,
pemindahan dan pengangkutan sampah;

e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;

I. pemilahan sampah belcl.lsarkan silatnya;
g- penl.ediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungann].a;

h. menl,ediakan wadah sampah sesuai derlgan jenisnya;

i. menempatkan sampah pada u,adah sesuai dengan jenisnyzr;

j. mengiklrti jadwal pengumpulan dan peDgangkutan sampah; dan
k. melakukan upal'a pengoleh.rn sill]1pah org.rnik disumber timbulan

sampah.

(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
oleh Badan Usaha dilakl-lkan dengan cara:

a. memproduksi produk dan kemasar-r ramah lingkungan;
b. pengolahan lir-rgkungan dalam satu kesatuan proses prod,-tksi;

c. pemilahan sampahj

d. pembayaran biava kompensasi pengolahan kemasan vang tidak dapar
didaur ulang dengan teknologi v:rng berkembang saat ini, dengan
berpedoman pa.la ketentuan peraturan perr-rndang undangan;

e. penerapan mekanisme pengolahan sampah rang timbul akibat kegiatan
produksi usahanl-aj

I. pemanfaatan sampah untuk nter-rgh;rsi kan produk dan en.rgr;
g. optitralisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;

dan

h. menampung kemasan prodr,rk l i.rrg relah dim.rnlaatkan oleh konsumen.

Pi: sal 2-l

Ketentuan lebih lanjut menselai tata.ar.L penanganan sampah diatur dalam
Peraturan Bupati-

Pasal 23

(1) Setiap orang Ians llLr-iJg.1s melakukan kegiatan pengangkutar-r, pengolahar-r,
dan pemrosesar-r a.i:r:r san'lp:rh rr:rlib mcmiliki sertifikat kompetensr.



a. pemilahan sampah;
b. pengumpulan sampah;
c. pengolahan sampah;
d. pengangkutan sampah; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 21

(1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11 huruf b,
dilakukan dengan cara:

a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkllngan;
b. membuang sampah pada tempatn.!'a;

c. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas clan kawasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan,
pemindahan dan pengangkutan sampah;

e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;

L pemilahan sampah berdasarkan sifatnvaj
g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya:

h. mer-ryediakan lvadah sampah sesuai dengan jenisnya;

i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
j. mengikuti jadrval pengumpulan dan pengangkutan sampah; da r.r

k- melakukan upaya pengolahan samp:rh organik disurr:.. '- -.. --.:.
sampah.

(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasa '-a .1-=., - '- -:.:: )
oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:

a. memproduksi produk dan kemasan ramah li1s..j:-i:---
b. pengolahan lingkungan dalam satu kesa:-::.:- ::t r5 :r:.:-.!-\
c. pemilahan sampah;

d. pembayaran biaya kompensas! 3e:.:: -:r_--- !:.--i:s+: r,=,: -rdal dapat
didaur ulang dengan tekno,r= r1-: :,..t1:=r:r:l i::: ini, dengan
berpedoman pada keten iua:: :a ::: --r- :..--:r _ !-'a- 

-- :1: garl:

e. penerapan mekanisme -.,::-,-_.:_ ::-_:.:;i-_ :i_r-: -:3:i1 akibat kegiatan
produksi usahan\ a:

l. perrarlaatar ..dmod: : _--::.-i-::.-*- i- ,:'-i adn enFrgi:

g. optimalisasi penqs*:-::: .:.-='. ': -: 
-:: 

secagai bahan baku produk;
dan

h. menampung ker::u..-- :::,:-j' :: .: ::-::- ::=anfaatkan oleh konsumen.

?=-, --
Ketentuan lebih ,-:,,':: =:.,:*:-: -:= :::a penanganan sampah diatur dalam
Peraturan BuDa--:

Pasal 23

(1) Seua-: ,:::,i _. ::-:: :.--::-:::s ::e-alJkan kegiatan pengangkutan, pengolahan,
da:: e<=-:: s:s::, J---: se::::a:: \\'ajib memiliki sertifikat kompetensi.



{2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksucL pa.ia
ayat (1) terdiri atas:

a. petugas pengumpulan sampah;
b. petugas pengolahan sampah;
c. petugas pengangkutan sampah; dan
d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampal-i.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimakslrd p:1c1a ayat (1) diterbitl<ar oleh
Instansi yang bem'enang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(.1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengal{-asan terhadap petugas
penanganan sampah.

Paragr af 1

Pemilahan Sampah

Pasal 24

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan
oleh:

a. setiap o.ang dan Badan Usaha pada sumberr-rya;

b. pengelola kawasan permukiman, l<a\\'asan komersitrl, kau'asan industri,
karvasan khusus, fasiiitas umum, fasilitas sosial, dan Iasilitas lainnr-a;
dan

c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada alrat (1) dilakukan secara
bertahap ].aitu:
a. memisahkan sampah organik clari sampah lainnl'a;
b- tahapan selanjutnl-a dikembangkan dengan prioritas mengutamakanl

1. sampah spesilik;
2. sampah l-ang dapat didaur ulang; dan
3. sampah yang dapat digunakan kembali.

(3) Pengelola kar,vasan permukiman, ka$,asan kornersial, k i$'asan industri,
karvasan khusus, fasilitas umurn, fasilitas sosi.ii, c1:rn lasiLitas lainnl.a dalanr
n-relakukan pemilahan sampah u,ajib me lecliakiln sarana pemililhan sampah
skala ka .asan.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemrlahan sampah skala Daerah.

(5) Pemilahan sampah sebagaimar.ia dimaksud p:rd.r a\-at (3) dan ayat (.1) harus
menggunakan sarana vang memenuhi pers\ aratanl

a. .jumlah sarana sesuai jenis pc nee[-,mpokan sampah sebagaimana
dimaksud pada .lv.rt (2);

b. diberi label atau tan.ia: dar.

c. b.h .n, Le- r l<. Jar. ' '

(6) Setiap Orang rare -:::-..- :..-:.-e.n pernilahan sampah sebagaimana
dimaksud pacie- -.'. .: : : .. ::i{er-i:lk:rn sanksi administratif berupa
teguran ter-t.tlrs

(7) PengeloLi.- :.. .,:.:: :: :: ---r:--r..:--. ia\rasan komersial, karvasan industri,
ka\1asa:- .:: .:..:- -..:-.r :: ir:r. lasilitas sosial, dan fasilitas Iainnya yang
tidak melakukan p.:iri:i:r.rn sampah dikenakan sanksi administratif dan
pengenaan uang paisa palir.rg seclikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta
rupiah).



(8) Ketentuan lebih Lanjut mengenai rata cara pemilahan sampah diarur dalam
Peiaturan Bupati.

Paragraf 2

Penguntpulan Sarnpah

Pasal 25

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurul b
dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke
TPS/TPS 3R.

(2J Perangkat Daerah da11/,rt:n pellgeloL;r tempat dan 1:rsiliras urnun, pas.1r,
saluran terblrka, sLrngai, taman Kabupaten menl elenggarakan pengcLolaan
sampah berLrpa kegi.rt.rn pengumpl-llan da11 pemindah.rn sampah ke TPS/TPS
3R dan/atar,r ke TPA.

(3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola ii,ajib dilakukan oleh masing-
masing pengelola kau:asan.

(rl) Pengumpulan sampah di Kawasa Ticlak Be.pengelola dilakukaln oleh
Pemer intah Daer:rh.

{5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul .vang memiliki sertilikat
kompetensi penanganan salmpah.

(6) Pengumpulan sampah spesilik dapar dilakukan oleh Pemerintah Daelei
dengan berpedoman pada keteDtuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengumpul.rn sampah spesifik scbagairnana drmaksud pada avat ', :.
dilakukan oleh Pengelola Kau,asan dan/.,.rtau Badan Usaha 1'ang rn,
dengan berpedomaln padar ketentuan peraturaln perundang unda1ra..:

(8) Pengelola Kar'vasan J-ang ridah melakukan pe1tgl1fit .:il
sebagaimana dimaksud pada alat (3) dikenai sanksi adr:: : ::rpa
teguran tertulis dan pengenaan uang paksa sebesar Rlt' rLima
puluh juta rupiah)

(9) Ketentuan lebih lanjur mengcnc1 lr.rsl rl'ariLn :.:. - -:r-:jl:1n dan
pen-vediaan lasilitas perlgumpulalr sampah .liarur .r., . :: r: -.::-:r Bupati.

Pasal 2ai

(1) Fasilitas pengumpulan s.lmpah terdiri a::-:

a. TPS 3R; dan/at,1u
b. prasarana pengllmpulan

(2) Pengelola Ka\l.as.rn Belpengel.r., , ' :: - .:.-...:.-r tasilit.rs pengumpulan
sampah di kau,asannr,a.

(3) Pemerintah Daerah \\'ajib :: : .. r s pengumlulan sampah di
Kau.asan Tidak Berpengc , : . : .::...'-r, r-ang cukup, sesuai dengan
R-n, dnd In.I .rL D,

(4) Pen]impanan sampah ::: i::.::. : :.:: :.-::.i:r pada TPS lang clirancang khusus
untuk penvimpalli.-a i::: : - .:.-:::.: ilrng;tn berpedoman pada hetentuan
pFl.jJa.n L,_ tt I :.

(5) Pengelola ]ia\i..-i-::: l-:: -:::.r-; Iang tidak menyediakan lasilitas
pengumpulan s-::-.-- i-- r-: ..-.-.'.:.-.:rrnr a clikenai sanksi administratif berupa
teguran r.r:-r:: r:,: :: r.: ::.r: -r.,.1rq lraksa p:rling sedikit Rp.50.000.000.
[ima pl1]r'.L -: ..- r--.u- .-



(6) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesilik dan
tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengol!1han Sampah

P.1s,1l 27

{1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurul c
dilakukan dengan cara, antara lain:

a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang matteri;
d. dallr ulang energi; dan/.rtau
e. pengolahan sampah lainnl.a dengan teknologi ramah lingkungan.

(2) Pengelola katasan permukiman, kau.asan komersial, kavasan industri,
kawasan khusus, lasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnva rvajib
menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kau,asan yang berupa TPS
3R,

(3) Pengelola kar,asan permukiman, k:ru'asan komcrsial. kau,asar-r inclus:::
kar,,asan khLrsLrs, lasilitas urnum, Iasilitas sosial, dltn fasilitas lainnra .'.-:-..
tidak menyediakan lasilitas pengolahan sermpah skala kau,asar-r ]-ang t-..::
TPS 3R dikenai sanksi administratil dan pengenaan uang paks- .. . .
banyak sebesar Rp 50.000.000,- (1ima puluh juta rupiah).

Pasal 28

(1) Kegiatan pengolahan salnpah dapat dilakukan pacla skala:

a. Daerah;
b, SWK;
c. kau'asan; atau
d. sumber.

(2) Pemerintah Daerah menl.ediakan lasilitas perL .:,::i - i.'-.- laerah
berupa:

a. TPS 3R;
b. stasiun peralihan antarat
c. TPA; dan/atau
d. TPST,

(3) Pengolahan sampah di skala Da.:. :- - ': . ':::laksud pada a]-at (1)

hurul a, dapat dilakuk.in p.1da s...: .::

a. TPS 3R;
b. stasiun peralihan antar;:
c. TPA; dan/ atau
d. TPST.

(4) Pengolahan sampah.: s.:-.... : ' : -:::irr: ana dimaksud pada ayat (1) huruf
b. d"pat .liaku("
A. TPS 3R;
b. TPST; dan
c. SPA.

(5) Pengolahan sa:.::. i::.:.--- n.-( asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c daoai C: :i-:-i.-.- .a..- safana TPS 3R.



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lasilitns pengoiahan sampah diatru dalam
Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengangkutan S.lmpah

Pasal 29

(1) Pengangkutan sampah seb:rgaim:rn:r climaksucl dalam Pas:rl 20 hllrul d, dari
kanasan berpengclola dan tidak berpengebla dilakukan oleh Pemerilltah
Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1):

a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang
tidak mencemari lingkunganl dan

b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau
TPST.

(3) Dalam upa,va meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah
dapat membangun SPA.

(4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksr-rd pada alat (2) huruf a
mengikuti ketentllan peratLlran perundairg undangan.

Parag.aI 5

Pemrosesan Akhir
Pasal 30

(1) Pemrosesan akhir s.lmpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 :rlirut e,

dilakukan dengalr menggun:rk:rn :

a. merode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Untuk jenis sampah yang tidak clapat diproses akhir sebag.ilmana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sam.1 dengan pihak pihak lainnya.

BAB VI

SISTEM TANGGAP DARURlT

Pasal 3 1

(1) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah meliplrti:

a. terganggunla sistem operasi ltenqtirtlrtLtl.ll-1. pengangkut.tn, pengolahan
d:rn pemrosesan arkhir s,lrnpa1hi

b. tidak tersedianl-.] alternatif iasililas pengolahan sampah d:1n/atau tempat
pemrosesan akhir; dan

c. terjadinya kecelakaa.Ln. peli.emaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dan/atau timbulnl a da1npak negatif akibat pengelolaan sampah.

(3) Situasi d.uurat dalam penqelolaarl siimpah sebagllirltana dimaksud pada avat
(2) ditetapkan dengan liepur'usan Bripati.

(4) Pengelolaan sampah sebag.rimana dimaksud pada aYat (3), Pemerintah
Daerah $,aj ib melakrikani



a. peLaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan
sampah; dan

b. penl'ampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan
penanggulangan situasi darurat pengelolaa szrmpah.

(5) Ketentuan iebih lanjLlt mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksu.l pada all-at (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KER.JASAMA

P:rs.1l 32

(1) Pemerintah Daerah dapat menYelenggarakan pcngelolazrn sampah, melalui:

a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

b. pendelegasian sebagian ke\,enangan penvelenggaraan pengelolaan
sampah kepada Kecamatan; dan/atau

c. bekerjasama dengan perorangalt dan/.1tall Badan Usaha.

(2) Dalam ha1 Pemerintah Daerilh belum dapat melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pad.r ayat (1), khusus pel.rksanaan pengumpulan
sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha
Milik Daerah yang ditetapkan denllan Peraturan Bupati.

(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama pengelolaan sampa:-
der-rgan badan usaha sebagaimana dinraksud pada a.vat (1) huruf c. C:.:.:
dilakukan Kerja sama Pemerintilli .'Leng.tn badall usaha sesLt.lr !.r----r-
peraturan perur-rdang-undangan.

(zl) Pemerintah Dererah dalam pcngelolaan sampah yang bersifat regior.;- .:apat
meiakukan kerja sama dengan Pemerintah Daer.rh lainnla '-s :.: j.ngan
peraturan perundang-undangan.

8,,\B VIII

PERIZINAN PENGELOLA.{N SAMPAH

Pasal 33

(1) Setiap orang da1-r/atau B:ldan Usaha !'ang melakukan kegiatan usaha
pengeloLaan sampah $rajib nlemiliki izir.r dari Bup.1ri.

(2) lzin pengelolaan s.lmpah sebagaim.tna dimaksucl pada alat (1) meljputi:

a. izin per]daurulangan sampith / pcngolah;.i san]p:rh:
b. izin pengangkutan s,lmpah; cl.1n

c. izin pemrosesan akhir sampah r ang ciiselenggarakan oleh su'-asta.

(3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada a]'at (1),
dapat mendelegasikan kepada Peliiiqkat Daerah yang menyelenggarakan
LTr \.n l'em-T n rhar. di bi.l o , z'n,r.

(4) Perangkat Daerah 1.ang menr clenqgarakan u1-L1sa1l pemerintahan di bidang
perizinan dalam mener brtkan izin pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada al at (l) huruf a dar.r huI.uf c, rvajib mendapatkan
rekomendasi dari Dir-r:rs.

(5) Perangkar Daerah lang menl'elenggarak.tn urusan pemedntahan di bidang
perizinan dalam mr-nerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana
dimaksud pacla al ai (-l) hurul b, \\'a.jib mL-ndapatkiln r.-komendasi d.rri
Perangkat Daerah lang m.-nleleng9:Lrakan ulusan pemerint€lhan di bidang
perhubungan.



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan arar (2) diatur dengan per.aturarl
Bupati.

BAB iX
RETRIBUSl

Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah memungur retribllsi kepada setiap orang atas jasa

pelayanan 1,ang diberikan.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada :lyat (l) diatur dalam pe.aturan

Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X

KOMPENSASI

Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama stakeh.)lcler tetkait

dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatil yang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.

(2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diaklbatkan oleh:
a. pencemarar-r air;
b. pencemaran udara;
c. pencemaran tanah;
d. longsor;
e. kebakaran;
l. ledakan gas metan; dan/atau
g. hal lain yang menimbulkan dar.npak r.regntiL

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksucl pada a-v-ar (1) berupa:
a. uang;
b. relokasi penduduk;
c. pemulihanlingkungan;
d. biajra kesehatan dan pengobatan;
e. penyediaan lasilitas s.rnitasi dan kesehatan: d;1n,arall
f. kompensasi dalam bentuk 1ain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana .limaksud pada
a"vat (3) diatur dalam Peraturan Bupari.

BAB XI

INSENT]F D.{\ DISINSENTIF

Pi.sai 3t)

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentll dan disinsentil kepada setiap
orang yang melakukan pengelolaar-r sampah.

(2) Insentif dar.r disinsenrif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1J bertujuan unruk:

a. meningkatkan upala pengendalian sampah dalam rangka meu.ujudkan
tujuan pengelolaan sampah:



b. meningkatkan kiner-ja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai
bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan
sampah; dan

c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam
pengolahan sampah.

Pasai 37

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1J, merupakan upaya
memberikan dorongan atau dala taiik kepada setiap orang agar melakukan
kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber da1'a
alam dan kuaLitas fungsi lingkungan hidup.

(2) Insentil sebagaimana dimaksud pada av2rt (1) diberikan kepada setiap orang
yang:

a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang
ditetapkan pemerintah;

b. melakukan pengolahan sampah organik di kalvasan, lasilitas dan rumah;

c. produsen !'ang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja lanq
menguranlli Limbulan sampah:

d. melakukan ellsiensi kor-rsumsi material, produk dan kemasan;

e. melakukan pendaurulangan san-rpah;

f. melakukan pemanlaatan kembali sampah; dan/atau
g. melakukan pengllranElan penggunaan bahan beracun.

Pasal 3E

Disinsentif sebagaimana dimaksud daLam Pasal 36 a|at i- - - .::1:l
setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah s::-. --: - =.i.:r
lang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak :1.---::. : .:.:]--a,an
dan/ atau lingkungan.

Pasal 3!l

(1) Pemberian insentif dan disinsentil, dirts,-t..i..:. - : -: : :: l:::as kepada
Bupati berdasarkan hasil penilaian \-airg :r :---:.: :.. - ang dibentuk
oleh Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenar Lr'-. . '. .:,,r: -:ii dan disinsentif
diatur daiam Peraturan Bup.'.:: :- - -- . r :- .'.:1 pada ketentuan
peiaturan perundang-undangai:

(1) Pemerintah Daerah c:--.'::: :.: -. ...: :-'.:::pah mengembangkan teknologi

',r1g b, l'\.\\'.' .n .l'

a. l:( 1< mFn.Fm ..' . ..

b. mendorong penga-a::_.:::: . --s,.=s: sumber dal_a alam;
c. mengutangi e:::rs: .::.4-::-:-:: i:icai dan
d. mergu.ne i: ._ - -:--

(2) Pengolahan S6:ril.'-r- -iliirri crlakukan menggunakan teknologl pengolahan
secara biologis.



(3) Pengolahan salnpah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
(4) Pemerintah Daerah $.ajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan

dan menerapkan teknologi spesilik lokal untuk pengelolaan sampah yang
memenuhi kriteria benvarvasan 1ir-rgkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1).

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah men].ediakan sistem informasi pengelolaan sampah.

{2) Sistem inibrmasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.

(3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses
informasi:

a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;

b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;

c. laporan kir-rerja penanganan salnpah dan pengurangan sampah;

d. sumber sampah;

e. timbulan sampah;

f. komposisi sampah;

g. karakteristiksampah;
h. status pengelolaan kau,asan;

i. lasilitas pengelolaan sampah .umi1h tangga dan sampah se-rir : - - :.
r-umah tangggar

j. daftar teknologi pengelolaan s.lmpah vang sL.su.-i - :
Nasional Indonesia dan/atau standar lain Iang berla;,.:

k. pelakr-r usaha pengelolaan sampah lang telah r]1::--r:: -. -: ::.
Pemerintah Daer:rhj d:1n

l. inlormasi lain terkait pengelolaar-r sampah .---:---.:: --: ::., :::rpah
sejenis sampah rumah tangglt \,ang dipcrlui.,: : :.:-. :::i.lolaan
sampah.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada a'..:: : : - r:: , .ises dsngan
mudah oleh setiap orang.

(5) Sistem L-rformasi Pengelolaan Sarnp.:i: j.':.: : , ::----..,>-td pada alrat (1)

terhubung dengan SisLem lnii)rme.s: ar -- : -.'-. li;siona1.



a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
b. sosialisasi pengelolaan sampah;
c. konsultasi;
d. bantuan teknis; dan/atau
e. pembinaan teknis iainnl-a terkait pengclolaan sampah.

(4) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua

Penga\{,asan

Pasal 43

Penga$.asan dalam pengelolaall sampah berlungsi:

a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin
dan peraturan perundang undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan pengelolaan sampah;

b. menghasiikan informasi untuk mencegah dan metrgatasi penyebaran dampak
lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan

c. menentukan tindakan sesl.rai dengan peraturan perundang-undangan dan
standar serta prosedur izin.

Pasal 44

Pengau,asan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

a. memastikan tingkat penaatan dari penanggung jau-ab usaha dan atau
kegiatan dalam pengelolaan sampah;

b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;

c. meningkatkan ketaatan penanggung jatvab usaha dan/atau kegiatan untuk
memenuhi kervajiban dan/atau larangan yang tercalltum dalam persyaratan
perizinan dan peraturan perundallg ulldallgan:

d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebiial:an dan perintah
serta izln dan peraturan perundang-undar-rgan;

e. menjamin adanya koordinasi kegiatan penga\\'asan \-ang dilakukan oleh
pejabat penga\i'as dan it-rstansi terkait lainnl-a vang melakukan pengawasan
di bidang pengelolaan sampah; dan

f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal +5

(1) Pengau,asan dilakukan oleh Bupali te]-ha.laP:

a. penaatan terhadap peraturan per undang undangan; dan
b. penaatan telhadap ketenlll.lrr d:.lam izin pengeiolaan sampah.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kerr enangannJ'a .lalam melakukan penga\vasan

kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

(1) DaLam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di
tingkat ke$,ilal ahan. Bupati dap.1t mendelegasikan u'e\,venang pelaksanaan
pembinaan kepada Camat.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XIV
PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Partisipasi masJ.arakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 48

(1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui
pembentukan Dewan Sampah Daerah.

(2) Dewan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. unsur pemerintahan;
b. akademisi;
c. praktisi;
d. Iembaga su,adaya masyarakat yan€l bergerak di bidang lingkungan hidu::
e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah; dan
f. aktivis di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 49

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melal.;:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerinra:: l:f.a=
b. perumusan kebi.jakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengke= pc:ry.ban-

Pasal 5O

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan pe:::: uilqrarakat dalam
pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupa:l

BAB X\/

PERBUATAN DAN TINDAKAN Y.l.\G DITE.\{L{i SANKSI
ADMINISTRATIF BERL P.\ L.I\:G P.{iS-I,

Pas€- a:
(1) Setiap orang dan/atau Badan Lsa:-= ::i:---:ian sanksi uang paksa jika

melakukan perbuatan berupa:

a. tidak menyediakan tempar sa:F:: .: calam pekarangan bagian depan,
sebesar Rp. 25O.OOO, {dua ra:;s ::=a pr:1uh ribu rupiah);

b. tidak melengkapi tempat sampan pada kenda:raan

c. angkutan penumparlg dail auu barang, membuang sampah
sembarangan, membua:q salnpah ke luar kendaraan, sebesar Rp.
500.000. (lima rarus r:ru rupiail:

d. membuang benda larlg b€rbau busuk yang dapat mengganggu penghuni
sekitarnya, sebesar Rp. 250,OO0,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

e. membakar sampah di badan.jalan, jalur hi.jau, taman selokan dan tempat
umum, sebesar Rp. 250.OOO,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



membuang benda benda/bahan bahan pzrdat ke dalam maupun di sekitar
sungai) sebesar Rp. .100.000,- (lima ratus ribu rupiah);
meilbuang sampah, kotolan atall barang bekas lainnya di saluran
air/se1okan, jalar-r, berm (Bnhu Ja1:rn), rrotoar. rempat umum, temp.it
pela\.anan umum dan Lempat tenrpat l,rinnva \.ang

mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar
Rp. 5.000.000, {lima juta rupiah);

mengotori, merusak, membakar atau menllhil.lngkan tempat sampah
]'a1.ig telah disediakan, sebesnr Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

membakar sampah percla temp.lt tempat yang dapat membahavakan,
sebesar Rp. 5.000.000, (limaluta nrpiah):

membuang bangkai he$,an di saluran atau sungai baik \-ang airma
mengalir ataupun tidak, sebesar Rp. 500.000,- (1ima ratus ribu rupiah);

membakar sampah atau benda benda lainnya di ba\\,ah pohon yang
menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp. 5.000.000,- (1ima juta
rupiah);

mencampurkan kernbali sampah 1'a1rg telah terpil.rh, sebesal
Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh rlbll lupiah);

mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebes..:
Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

membuang samp.Lh speslfik di luar tempar vang telah ditentukan. :. .
Rp. 50.000.000,- (lima puluh iuta rupiah)j

mengeruk atau lliengais slrmpah di telnpat salrnpitlt \ arng Lrt..-:: .

tinggal, fasilitas umum, lasilitas s.rsiarl dan/atau fasilit;:s ::: <

berakibat sampah mcnjadi berserakan, sebesar Rp. .150 : ::.,.,i
lima puluh ribu rupiah); dan

q. melakukan kegiatan pengelolaar-r sampah 1ai:r:: --

menl'ebabkan pencelnaran d:rn/atau perusali::_. : :.:
Rp. 50.000.000.- {1ima prrluh jLrra ruplalr}.

(2) Pelaksanaan sanksi uang paks:r sebireairnr.:::
termasuk tindakan rcpresil non I ustisi..1.

J.

m.

n.

o.

p.

f.

k.

1.

: ::-l - :ansl
:.i_ SiOeSaI

Pilsal -:-
Uang paksa penegalian hukum seb:.:-::::.;:
diL-r ,rk rr Lep L h. D r

(1) Pembal.arar-r pcmbe balrilir : : .
men3Lapusx. a k rrL.
Peraturan Daerah ini

(2; Pemb.r " ra r ,

kF\re r..r!,n Pc \. .,

Peratur an Daer ah ir:

, - : ::r :-::- Pasal 51 al,-at (11,

-- :. diiet;1pk.rrl.

-. j:regak.1n hukum tidak
:.: ::iap melakukan ketentuan

i-- -1kum tidak menghapuskan
:r(rr, i.likan terhaclap peianggaran

Pen.velenggara usal::, :..:- .. . .-:::-..:"..:r pcnalr8anan sampah selaku pemegang
izir-r penanganar-r s.i::-:-.r -:.-:::-...--:: s.:rksi administr.rtif berupa pencabutan izi11

penanganan samo:rr :i-.-:-1'::.::

,r tid:rk melaks:r'r.:-:;,' ^i:c"_.:.:' :a(-rririrall Denrrda1l s uncl:rngan:



)+

d.

b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan
sampah;

memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan
tertulis dari pemberi izin usahaj dan/atau
terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

(1) Pejabat Pega\,vai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang
tindak pidana pengelolaan lingkungan.

(2) Wewenang perlvidik sebagaimana dimaksud pada al,at (1), antara lain:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tinde.L

pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. men],uruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penge::1 ::---

tersangka;

d. melakukan penggeledahan dan pen1ritaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidikjari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa se:la::: -::=€:_s;ia arau
saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang
pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penl,i.likan:
j. mengadakan tindakan lain menurut hur--::: '. -:-: :+:--;-::q<ung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud .::: ._.a: rit memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menl'a:r:-"::, --,:sr oenlidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penlidtk ?=- .:.=: :\:]3jsian Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan keten::-;:: _.::: :::,:-:: dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

?=s-:-
Terhadap perbuatan J'ang Ca!a: ::i;>::l.i:s:kan sebagai tindak pidana selain
sebagaimana diatur dalan Pas=, ra :'.a: l1), diancam pidana berdasarkan
ketentuan peraturan per.r:rc--::i -.-:.-j:1.-. mengenai pengelolaan sampah dan
ketentuan peraturan 5e.-::rr.: :: :::qan ati bidang perlindllngan dan
pengelolaan lingkunear: :::: ..:

diperlukan dala::, .- : :; 
--e:-lt 

a dengan



BAB X\,1I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelola kawasal permukimal, kawasal komersial, kawasan industri, fasilitas
umum, fasilitas sosial dal fasilitas lainnya yalg belum memiliki fasilitas
pemilahar sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan wajib membangun dal menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 59

Pelaksarraan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayal (2j
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) taiun;
b. Pelatsalaar pengangkutan sampall dilaksarakan paling lama 3 (tiga) taiun;

daa

c. Pemungutan jasa pelayanan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) masih dapat dilakukal oleh BUMD dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejal< Peraturan Daerah ini diundargkar.

BAB X\,'III

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nc=:: :
2O11 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten C:-: --
2O1 1 Nomor 9), dicabut darl dinyatakan tidak berlaL:u.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus c:::=:.-..- -a-j -:=- 3a!
I (satu), te.hitung tahun sejak Peraturarl Daerair ini dl]:----: ----

Pasai 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada talrggal .: --- -r-.ijij
Aga.r setiap orang mengetahuinya, meme rir-a-jn-. :4-i--:=qaJl Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daiam I-e::,: r--- : ='--- :ia:?alen Cianjur.

Diundangkan di Cianjur
pada.tanggal 15 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,

* L r4rlur
:,: - 'ji-<Ei 15 Juni 2021
a _:,! _ ai,r\JUR,

:::

;ERMAN SUHERMAN

I,EMBARAN DAE-IH LI3'- P.\TE\ CIANJUR TAHUN 2O21 NOMOR 21

NOREG PERATL'RAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROIINSI JAWA B ?R.AT (4 /7O 12021)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2O21

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaal
sampah yang selaaa ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undalg-Undang
Nomor 18 Tahun 2OO8 tersebut, pengelolaar sampai dibagi dalam dua
kegiatal pokok, yaitu pengurangan sampah dai penarrgaiarr sampah.
Kegiatan pengelolaal sampah rumah talgga dan sampah sejenis sampa-h
rumah tangga yang diamalatkan oleh Undang-Undang Nomor 18
Taiun 2O08 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan
masyarakat dapat terlayari dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah,
dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesal akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampair, kebijakan pengelolaan sampall dimulai. Kebij al<an
pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu
pada pendekatan kumpul-angkut-buang (end. of pipe) derlgat mengaidalkan
keberadaarr TPA, diubah dengan pendekatar reduce qt sourcc datr resource
recgcle rnelal,ul penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat
diharapkan mengubah pandangal dan memperlakukal sampah sebagai
sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimarfaat-kai kembali, baik
secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penang€man yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahar, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasaJkan pada kebijakan
dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
memegang peran penting dalam melal<saial<an Undang-Undang Nomor 18
Tahun 20O8 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8t TahurL 2OL2 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Talgga dan Sarnpah Sejenis Sampah Rumai Talgga sebagai
ketentuan pelaksanaan dari Undalg-Undang Nomor 18
2008 tentang Pengelolaan Sarnpai, menyatalan sebagai rujukal dalam
menJrusun peraturan daerah, dan Peraturar Presiden Nomor 97 Tah,w 2Ol7
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati
dalam menlrrsun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta
mewajibkal Bupati menFlsun dan menetapkal kebijalan dan strategi
daerah paling larna 1 {satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2017 ini berlaku, ma-ka Peraturan Daerai Kabupaten Cianjur Nomor 9 Taiun
2011 tentang Pengelolaan Sarnpalr perlu diganti.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperai penting guna
melindungi kesehatan masyaral<at dal kualitas lingkungan, menekal



rlrmah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanglla, serta mendukung
pembangunan ekonomi 1'ang berkelanjutan'

Sehubungan d.engan ha1 terscbut, perlu dikembangka' satu sistem

hukum per-Lgioiaan iampal-r 1'ang je1as, tegas, dan. menyeluruh gun!'

,r"i-rj"-i" kJpastian hukrim sebagai landasan bagi pengelolaan sampah serta

kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayallunakan berbagai ketentuan hukum'

baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana'

Ketentuan hukum perdata meliputi p. |i.1,-,Nia1l scngkcta lrnqkungan hidup

11't.,' O""gaailan dan c1i dal"m pcngrcLrl'rn' Perrtclcsaian sengkeLa

;,.gk";g.;- ;ii;; di dalam pengadil:rn meliputi gugatan peN'akilan

t "i-o-p&, 
hak gugat org.rr.risasi lingkungan, ataupun hak.gugat pemerintah'

l,l"lal,_,i 
".r..u 

teisJur diharapkan selain akan menimbulkan elek jera iuga

^l.r1 rr"t itrgL.tkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang

U"t"p. p"",-g"ta perlindungan dan per-rgelolaan lingkungan hidup demi

kehiiupan generasi masa kini dan masa depan

Peraturan Daerah ini mengatllr pula izin pengeloLaan sampah yang

rr*2"g"i- "";.g"i 
instlumensi pernerintihan, yuridis preventil' pengendalian'

koordinasi dan penga$'asan publik' Izin pengelolaan sampah tersebut

meliputi:
a. Izin pendau|ulangan sampah/pengolahatr sampah;

b. lzin pengangkutan sampah; dan
a- trir-t pa-".u"!"eln akhit sampah yang diselenggarakan oleh s\\'asta'

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

a. kebijakan Penanganan samPahi
b. kelomPok datr jenis samPah;
c. tata cata Penanganan samPah:
d. perizinan Pengelolaan sampah;
e. penanggulangall:
i. gengembangan dan llenerap'rn teknologii
.- .:.: ':- sane. di'rn kemitl-aan: cl:u-t

:- .:.-.:-:l_--:-L ::l::'.,_.::.f'al a"_lalll jl':lge:iii;i:r s:l:::"'r':ir'

Peraturan Daerah ini membclikan keu cn:i::qan rang luas kepada

pemerintah Daer-ah u1-ituk mel:rl<sanal<:rn se lul L: :_ .lt 'r e nanqan pemerintahan

di biclang pengelolaan sampah sel'ta ncl;'tk'ti"':- j!rridinasi dengan instansi

;;;;;;'y;"g"-empunvai beban kerja bcrdasa:]ian Peraturan Daerah ini

ticlak iuiup hanva suatu organisasi rang menetapkan dan melakukan

koordinasi 
-pelakianaatr k.'bijakarl lelapr drbutuhkan suatu organlsasl

I."gJ-p"ti;f"r", menetapkan' n.relaksanak:rrt dan menga$'asi kebijakan

p."E.iiL,i"" sampah. Selain it'J. lemba-s:1 ini diharapkan juga mempunlai

ruang lingkup \,\'ewenan!a u"tuk t:te"q_"t' "si Pengelolaan sampah' Untuk

menjimin 
- 

t"iL.k"orrut-,t'o trlgirs pokok dan lungsi, lembaga tersebut

;i;;i;hk." clukungan 
'petrdana;"r dari anggarar.r pendapalan dan belanja

daerah yang memaclai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2
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Yang dimaksud dengan "Pembangul-ran Berkelanjutan" adaLah upaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup je1as.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pengelolaan sampah dari
hulu ke hilir" adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak
dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di
sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir

Ayat (2)

Hurul a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup je1as.

Hurul d
Cukup je1as.

Hurul e

Cukup.jelas.

Hurul f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup je1as.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup je1as.

Pasal 9

Cukup je1as.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
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Cukup je1as.

PasAl l2
Cukup je1as.

Pasal 13

Avat ( 1l

Cukup je1as.

Ayat (2)

Huruf a
Kawasan permukiman terdiri atas apartemen/ klaster,
kondominium, asrama, real estafe, town house, dan sejenisnya.

Hurul b
Kawasan komersial terdi.i atas kawasan tempat pemusatan
kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa vang dilengkapi sarana
dan prasarana penunjang antara lain mall/ supermall/p1aza,
kawasan bisnis terpadu (Centr.1l Business Dislnct (CBD)), pasar
swalayan, hl.permarket, toko se.ba ada ldepattment saore), pasa..
gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.

Huruf c
Kawasan industri dan pergudangan terdiri atas ka$'asa-r- ::=:E:
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengajt i.:sr-::&
dan sarana penunjang yang dikembangkan dar: :--::--- :re.
perusahaan kau,-asan industri r.ang telah me=:,:.- :_- -5a:i!
kawasan industri.

Huruf d
Kau,asan khusus terdiri atas $-ilal a:: t :i:: :a-.-: g..tsi5 l':.::q
digunakan untuk kepentinea:: :::s::,r :a:!i-iEoE :ca,.-
mis"-nla, karr.:an "a"-- -" _ '. : -- :;arE=!rEE-r 'j::,-
nasional. pea e=baa:-, r-r_- ::,_:':=s :a.:. :Ele-:,r-:;j-
tel,arrolcEr::::i=-

Huruf e

Fasilitas \ ang =e=-:- ' .::=-::=;,-:: -E---.l< ={:-ii-:-a sampah
secara rnandiri :e:i::: :_:: J-:,:"-_, ::'-r<-:3::::: Usaha milik
negaia maupun =:,:-< :=.-=:. ::: i-E a<--: =:--:-: -aljl RUmah Sakit,
Sekolah / Kar\.aSa:: ?:a-::: :i: ijj:: -: r-:iiasan Pariu.isata,
Pu:at hegiala: u.,:. - ,. . -. - .. :, - ..---. : .. \.lpnr-n-\ a

Huruf f
Keramaian se-=: ::--_ .::a_-:::j: 

" 
ang pen]'elenggaraannya

melibatkan laj:-.:-: ,:r-a ::--. :-:-=--iI sementara serta berpotensi
menghasilka. -::: a -a:- r,:j---::. seperti tontonan, hiburan,
peralaa n. Jau- :--. -:: .-.

Ayat (3)

Huruf a
Ka\rasar p<-:,::ilnan rerdiri atas komplek perumahan dan
sejenisnl a lalg -.rdak7 belum berpengelola.



Huruf b
Kawasan komersial terdiri atas kawasai tempat pemusatan
kegiatan usaha perdagangal dan/atau jasa yang
berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum
berpengelola.

Huruf c
Kawasan industri dan dangan terdiri atas kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di
kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola.

Huruf d
Cukup je1as.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup je1as.

Pasal 16

Cukup je1as.

Pasal 17

Cukup je1as.

Pasal 18

Cukup je1as.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup je1as.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup je1as.

Pasal 23

Cukup je1as.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasai 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup je1as.
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Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup je1as.

PasaL 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup je1as.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup je1as.

PasaL 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup je1as.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

A\-at (1)

Cukup jeias.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak
mengubah struktur kimia material I ang di daur uiang.

Ayat (4)

Cukup je1as.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal ,13

Cukup jelas.

Pasal 4.1

Cukup jelas.
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Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup je1as.

Pasal 48

Cukup je1as.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup je1as.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
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